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ABSTRAK

Pembiayaan murabahah bermasalah apabila diselesaiakan melalui pengadilan
memakan waktu yang lama dan hasilnya tidak bisa win-win solition, karena di
pengadilan lebih banyak terjadi win-lose. Besarnya pembiayaan Murabahah di BMT
mayoritas berkisar pada nominal puluhan juta saja, sehingga apabila diselesaikan di
pengadilan dikhawatirkan menimbulkan high-cost. Pembiayaan Murabahah yang
bermasalah ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak
bank dan pihak nasabah/anggota karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan
yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini Dbertujuan untuk mendeskripsikan dan mencari bentuk
penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah pada BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto dan  BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas,
yang kemudian ditinjua dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum
empiris, yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan
analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan
kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pembiayaan Murabahah
bermasalah terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal kedua BMT
tersebut. Penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di kedua BMT tersebut,

apabila angg i ] i musyawarah
dengan angg A.i pi i Ri li pembiayaan,
dengan cara negosiasi. Jika semua cara revitalisasi yang diusahakan masih

mengalami kegagalan maka penjualan agunan menjadi hal yang tidak bisa
terelakkan. Kedua BMT tersebut sudah sesuai dengan konsep as-sulh. Kedua,
Penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah yang diterapkan kedua BMT
tersebut, sama-sama menggunakan konsep secara damai (as-sulh). Penyelesaian
pembiayaan Murabahah bermasalah dengan konsep as-sulh, dilakukan dengan
bermusyawarah memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalan
damai, tanpa merugikan pihak lain. Tahapan konsep as-Sulh diawali dengan
melakukan pendekatan kepada anggota, penagihan secara intensif, resceduling,
reconditioning, dan restructuring. Konsep kemudian diadopsi oleh Fatwa DSN-MUI
No. 46, 47, 48 dan 49/DSN-MUI/11/2005. Berdasarkan hasil penelitian ini, Peneliti
belum menemukan koherensi antara baitul mal dengan baitut tanwil dalam
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Bermasalah, Rescheduling, Restucturing,
Reconditioning
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REVIEW OF ISLAMIC LAW
TOWARDS THE PROBLEMATIC COMPLETION OF THE FINANCING
MURABAHAH IN BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO AND BMT AMANAH WANGON DISTRICT
BANYUMAS REGENCY
Indiyani Nurchasanah
NIM: 1522602004
Postgraduate Courses Of Economics Sharia IAIN Purwokerto

ABSTRACT

If Problematic Financing murabahah is resolved through the courts would
take a long time and result can not be fair as well, this is due to a complex court
process. The magnitude of financing Murabahah in BMT is majority revolved
around the nominal of millions, if it to be resolved in court, there would be feared to
cause a high-cost. The problematic Financing Murabahah should eventually be
resolved by both parties, namely the banks and the customers/members because both
of the sides have the same standing position as the interested parties.

This study aims to describe and figure out the form of the completion of the
problematic financing Murabahah in BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto and BMT Amanah Wangon which is then reffered from the perspective
of Islamic Law.

This research is qualitative with the type of empirical law research, which
uses 2 kinds of approaches, namely: the approach of the sociology of law and
anthropology of law. Data collection techniques uses observation, interview, and
documentation. Data analysis uses qualitative data analysis, by using three flow of
activities, data reduction, data presentation, and verification/ conclusion. Checking
the validity of data by using triangulation of data.

The-results has showed that: First, the Financing of Murabahah problematic

are caused by jnter I 0 T pletion of the
problematic 1 ur 0 é&r is having
difficulty, th omeuc i Y whetePthe BMT will

provide a revitalization of the financing, by way of negotiations. When all the way in
the revitalization of the cultivated still experience the failure then the sale of the
collateral becomes inevitable. Second, BMT is in conformity with the concept of as-
sulh. Second, the Completion of the problematic financing Murabahah that applied to
both of the BMT, use the same concept (as-sulh). The completion of the problematic
financing Murabahah with the concept of the as-sulh, carried out deliberation to
solve problems faced by using fair solution without harming each others. The stages
of the concept of as-Sulh begins with the approach to members, intensive billing,
resceduling, reconditioning systems, and restructuring. The concept was later
adopted by the DSN-MUI Fatwa No. 46, 47, 48 and 49/DSN-MUI/11/2005.

Keywords : Problematic Financing Murabahah, Rescheduling, Restucturing,
Reconditioning Systems
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987
tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi

sebagai berikut:
1. Konsonan

Arab Nama Huruf Latin Nama
\ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba b be
<o fa t te
& sa $ es (dengan titik di atas)
z jim je
C ha h ha (dengan titik dibawah)
& kha kh ka dan ha
> dal d de
5 zal zZ zet (dengan titik di atas)
J ra r er
3 zak y4 zet
o sin S es

o sad S es (dengan titik dibawah)
o dad d de (dengan titik dibawah)
b ta t te (dengan titik dibawah)
) za’ z zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ gain g ge
< fa’ f ef

qaf q qi
4 kaf k ka

viii




J lam I ‘el
¢ mim m ‘em
O nun n ‘en
9 waw w W
» ha’ h ha
c hamzah apostrof
¢ ya’ y ye
2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
333as ditulis muta’addidah
sie ditulis ‘iddah
3. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h
s> ditulis hikmah
G ditulis jizyah

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki

lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

q

I al-auliya

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau
dammabh ditulis dengan t.

ydadlt 385 ditulis Zakat al-figr
4. Vokal Pendek
& fathah ditulis a
kasrah ditulis i
dammah ditulis u
5. Vokal Panjang
| 1. | Fathah + alif ditulis a




EWEAL ditulis Jjahiliyah
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
e ditulis tansa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
s ditulis karim
4. | Dammah + wawu mati ditulis 0
SRR ditulis Sfurid’

Vokal Rangkap

1. | Fathah +Ya’ mati ditulis ai
S ditulis bainakum

2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis gaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

wll ditulis a“antum
ousi ditulis u’iddat
oS oA ditulis la'in syakartum

Kata sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

b. Bila dugkupi y W
yang S
s Lo

pmid! ditulis Asy-Syams

ditulis As-Sama’

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

DP9 (893 ditulis zawial-furad

dd! 2 ditulis ahl as-sunnah
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“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung”.

(QS. Al-Jumu’ah (62): 10)

JB € bl St s g ads o P A Jgwy o 1 JB s ol 483
[\t olas] "9, gt JS7 9 0kt o 1 Jos”

Dan dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah ditanya pekerjaan apa yang
paling utama?” Bersabda: “Pekerjaan lelaki dengan usahanya sendiri dan
setiap jual beli yang baik”. (H.R. Thabrani: 6612)

IAIN PURWOKERTO
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang
telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk memenuhi kebutuhannya,
manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena
kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam
memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasaan manusia ini tidak berlaku
mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya
dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang
lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang
menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.t

Berbagai usaha dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut, untuk
menjaga kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan
yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai
penyalur (intermediary), sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang
terkandung dalam akses perubahan sosial.?

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang
telah menjadj i en i i pembangunan
suatu neqrf matuﬂka§ﬁmﬁ ra keuangan
(financial intermediation), artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam
aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara
pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.® Sehingga
dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu

negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
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Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, ada bentuk alternatif lain di samping bank konvensional yang sudah
dikenal masyarakat yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sama sekali belum
menggunakan secara tegas istilah Bank Syariah atau Bank Islam. Penyebutannya
masih menggunakan istilah “prinsip bagi hasil”. Belum ada ketentuan yang lebih
rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.* Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi
semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan seluruh elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa
perlu ragu tentang boleh atau tidaknya jika dipandang dari segi agama. Lahirnya
bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah khasanah hukum
dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak,
karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran
bank berdasarkan syariah yang dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam tersebut
benar-benar seperti gayung bersambut.”

Perbankan Syariah dikenal juga dengan istilah Perbankan Islam.
Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang
dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Dasar hukum mengenai
perbankan syariah, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankall AlNP? U ﬂ(WngEdRTekaan Syariah
menyebutkan Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 angka 7
Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan Bank Syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

* Sejak tanggal 16 Juli 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah (UUPS).

® Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
167.

® Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut
Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS).



jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Prinsip Syariah menurut Kamus Hukum adalah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal
dengan istilah mudarabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
atau dikenal dengan istilah musyarakah, prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan atau dikenal dengan istilah murabahah, atau
pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dikenal
dengan istilah ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal dengan istilah
ijarah wa iqtina.’

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai
lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada
masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau
financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.® Dengan
adanya k!iAwINiaBﬁﬁkanER@@konvensional
maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin
menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa
mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya dengan perhitungan dan
syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga
pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada

Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam

" Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indoensia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2009), 65.

® Muhammad, Manajemen..., 17.



melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi
dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan
Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman
pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat,
kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari
berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-
hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.® Penerapan prinsip
kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan
sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23
(1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau
UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah
Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum
Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima
Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan, maka bank syariah wajib melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan®, dan
prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (character, capacity, capital,
collateral, condition). Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur
bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya,
e s TN PURWORKERT @ o1 oo
Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”,
sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai
keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas.
Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-
bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan

likuid, solvent dan menguntungkan (profitable). Dengan diberlakukannya prinsip

% Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif
Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), 136.

19 pada Pasal 1.26 Undang-Undang Perbankan Syariah agunan diberikan pengertian sebagai
jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik
agunan kepada Bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima
fasilitas.



kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
selalu tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan
dananya di bank.™

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam
menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/
nasabah investor'?, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib
mendapat perlindungan hukum. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan,
maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang
menghasilkan pendapatan (revenue), yang disebut first way out dan second way
out berupa agunan (collateral). Second way out berupa jaminan tertentu atas
suatu benda, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda
agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas
benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal
penting untuk diperhitungkan bagi Bank karena jaminan merupakan sumber
pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah.

Murabahah, merupakan produk bank syariah dalam pembiayaan
pembelian barang, baik lokal ataupun internasional (transaksi jual beli), yaitu
pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli,
dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan
dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.®®
e A IN-PHRWOKERTQ v
Hal ini disebabkan karena akad jual beli (Murabahah) memiliki resiko paling
kecil. Sesuai dengan sifat bisnis (ijarah), transaksi Murabahah memiliki
beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Murabahah

memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya

1 Sytan Remy Sjadeini, Kapita Selecta Hukum Perbankan, Jilid I, tanpa tahun, 53.

12 Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dan/atau

UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah yang
bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dan/atau
UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah
bersangkutan.

3 Ali Zainudin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 30.



keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual
kepada nasabah.**

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali
tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun kemudian digunakan
perbankan syari’ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga
menjadi bentuk pembiayaan dengan tujuan menghindar dari bunga dan bukan
merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam.®
Dengan demikian, syarat-syarat dalam melakukan jual beli juga berlaku untuk
akad Murabahah, dimana dalam melakukan akad jual beli barang yang dijual
belikan harus ada saat transaksi terjadi, merupakan milik penjual, dan harganya
harus pasti.'® Dalam kenyataannya yang terjadi di dalam akad Murabahah tidak
memenuhi syarat-syarat yang ada dalam akad jual beli, dimana belum ada barang
yang dijualbelikan, dan belum milik penjual (Bank Syari’ah), hanya saja calon
anggota (pembeli) mengajukan pembiayaan dan diterima oleh pihak Bank
Syari’ah, kemudian pihak Bank Syari’ah memberikan uang sebesar pembiayaan
yang telah diajukan, namun pembiayaan yang terjadi atas nama akad Murabahah.

Akad Murabahah dikatakan sah ketika biaya-biaya perolehan barang
dapat ditentukan-secara pasti, baik harga belinya maupun keuntungan yang telah
disepakati kedua belah pihak.'” Namun pada kenyataannya, banyak Account
Officer di Bank-Bank Syari’ah belum begitu mengerti mengenai akad dari produk
o AEN: PURWOKERTO: reroe
dengan pengajuan pembiayaan yang mereka lakukan sendiri tanpa adanya
penjelasan dari Account Officer. Mereka hanya memikirkan keuntungan
pribadinya saja, di mana nasabah hanya memikirkan cairnya pembiayaan yang
mereka ajukan tanpa memikirkan dengan akad apa mereka melakukan
pembiayaan, dan sebaliknya pihak Bank Syari’ah yang biasanya terwakiili oleh

Account Officer juga hanya memikirkan keuntungan semata, Account Officer

¥ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2001), 98.

> Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 82.
16 Ascarya, Akad..., 78-81.
7 Ascarya, Akad..., 84



merupakan kunci sah atau tidaknya suatu produk, karena Account Officer sebagai
perwakilan dari Bank Syari’ah dalam berijab gabul dengan nasabah dan kunci
sahnya suatu akad produk itu terletak pada ijab gabulnya.

Dalam aplikasi dari pembiayaan Murabahah, seharusnya Account Officer
menanyai nasabah barang apa yang mereka butuhkan, kemudian setelah dibelikan
barang yang dibutuhkan nasabah, Account Officer berkewajiban menjelaskan
kepada nasabah, mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang telah
mereka sepakati, kemudian dikalkulasikan harga beli barang dengan keuntungan
yang telah mereka sepakati menjadi harga jual barang tersebut. Hal tersebut
seharusnya dijelaskan kepada nasabah secara transparan dan jujur.

Secara teknis pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah ini merupakan
transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan
nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari
pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah
sesuai dengan kesepakatan.’® Kepemilikan barang akan berpindah kepada
nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan
membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan
sampai dengan-pelunasannya. Murabahah memberikan banyak manfaat kepada
Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih

harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.'® Selain itu, sistem
‘nl

winr] RAN-PURWOKRBRTQ e

administrasinya di Bank Syariah.

Baitul Mal wat Tanwil (BMT), yang merupakan lembaga keuangan mikro
syariah, yang berdiri berdasarkan prinsip syariah dan bergerak dalam upaya
pemberdayaan umat. Dari segi namanya baitul mal berarti lembaga sosial yang
bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, shadagah dan dana sosial lain.
Sedangkan baitul tanwil berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga
operasional BMT, yang bergerak dalam penggalangan dana masyarakat, dalam

bentuk simpanan dan juga pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual

18 Ali Zainudin, Hukum..., 30.
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 98.



beli, bagi hasil maupun jasa.” BMT juga dapat dipahami sebagai lembaga
keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah yang memiliki
fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan
turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infag, dan sedekah
sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan
ekonomi umat.

Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan
(mudarabah, musyarakah), jual beli barang (BBA, Murabahah, Bai as-Salam),
ljarah (Leasing, Bai Takjiri, Musyarakah Mutanagisah), serta pembiayaan untuk
sosial (Qardul Hasan). Produk tabungan meliputi tabungan mudarabah dan ZIS.
Salah satu bentuk penyaluran kepada masyarakat (pembiayaan) melalui BMT
adalah pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan bentuk jual beli tertentu
ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat
keuntungan (margin) yang diinginkan. Pembiayaan ini, BMT sebagai pemilik
dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota
yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke anggota tersebut
dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara “itu, anggota akan

mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

BMT dapat mengadopsi transaksi pembiayaan murgbahah, kaitannya
dengan k!Ang @RWdKErR&F@ tidak cukup
memiliki dana, sehingga BMT bisa memenuhi kebutuhan anggota dengan akad
murabahah. Mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan anggota
kemudian BMT membeli barang kepada supplier secara tunai, setelah itu BMT
menjual kepada anggota dengan pembiayaan angsuran.*

Pada pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal wat Tamwil

(BMT) tidak berbeda dengan instansi perbankan syariah lainnya, yaitu

O M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 318.
2! Ascarya, Akad..., 81-83.

22 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari’ah (Jakarta: Grafindo,
2005), 87.



berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait
dengan perbankan syariah. Namun, pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan
prinsip Murabahah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah
ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

Terkadang banyak dijumpai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang
dilakukan oleh pihak anggota®® yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap
BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk-bentuk wanprestasi
terdiri dari: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi,
namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi, namun
terlambat atau tidak tepat waktu, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam
perjanjian.? Hal tersebut dikarenakan keadaan memaksa secara sengaja ataupun
tidak sengaja. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan suatu
pembiayaan dengan prosedur yang mudah, membuat banyak masyarakat
mengambil pembiayaan lebih dari satu sehingga bisa menghambat dalam proses
pengembalian pembiayaan tersebut.

Pembiayaan Murabahah yang bermasalah merupakan suatu keadaan yang
tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya. Pada
hakikatnyI ArlNanBﬁsRh KnEcRJ!re&danya suatu
masalah. Masalah ini sendiri terjadi karena adanya suatu kesenjangan antara das
sollen dan das sein, atau dapat pula terjadi karena adanya perbedaan antara hal
yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Pembiayaan Murabahah yang
bermasalah ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, yaitu
pihak bank dan pihak nasabah/anggota karena kedua belah pihak ini memiliki
kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal

penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, ada 2 (dua) metode

2 Anggota adalah sebutan nasabah di BMT.

24 Khoibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Yustisia, 2010), 6.
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penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur
pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (jalur di luar
pengadilan) yang dimana masing-masing metode penyelesaian tersebut memiliki
kelemahan serta kelebihan. Dasar penyelesaian sengketa di dalam perbankan
syariah ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas
landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya.
Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak
hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip
syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum
yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank
syariah dengan nasabahnya, juga harus menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai
dengan hukum Islam dalam penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan istilah dalam
bahasa arab As-Sulhu yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan atau
dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri
perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. Penyelesaian
sengketa memiliki prinsip tersendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan segala
permasalahan atau sengketa yang ada, termasuk pembiayaan bermasalah. Prinsip-
prinsip yang dimaksud tersebut adalah: (1) Adil dalam memutuskan perkara
e IAAN-PURWORKERTQ i
keputusan; (2) Diselesaikan kekeluargaan; (3) Win Win Solution, menjamin
kerahasian sengketa para pihak; dan (4) Menyelesaikan masalah secara

komprehensif dalam kebersamaan.? Sebagaimana firman Allah, berbunyi:
do

- 2o 4 L2 g~ o & >£ ERPrGd s To
| | 8

5 Jadl g

-

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 214
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“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil”.?

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan
menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah
yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara
damai (tasaluh). Untuk itu, para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan
menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa.
Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang
ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik di antara para
pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu,
melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan
sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan
sengketa. Jalur litigasi melalui pengadilan dalam menyelesaikan sengketa
perbankan syariah diakomeodir oleh lingkup Peradilan Agama yang memiliki
kewenangan untuk menyelesaikannya.

P a erglai 1 Jga terjadi pada
BMT dTm mem mana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas.
Salah satu bentuk pembiayaan yang begitu dominan, baik di BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon adalah pembiayaan
Murabahah. Jumlah Anggota Piutang Murabahah pada akhir Tahun 2016 untuk
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebanyak 2.314 anggota dan
BMT Amanah Wangon sebanyak 2.261 anggota.

Baik pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun

BMT Amanah Wangon dengan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan

% QS. Al-Hujurat [49]: 9. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Tasnim: Al-Qur’an
dan Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 851.
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selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan
tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Adanya anggota yang menunda
pembayaran cicilan, dan bahkan ada di antaranya yang menunggak. Perlu adanya
pertimbangan yang harus dilakukan dalam BMT dalam menyetujui pembiayaan
yang diajukan oleh anggota. BMT tidak bisa menelusuri secara pasti pendapatan
dari anggota yang bersangkutan, apabila anggota mempunyai pembiayaan lain,
sehingga bisa mengakibatkan pembiayaan menjadi macet. Penundaan tersebut
akhirnya mengakibatkan terganggunya perekonomian dan perkembangan BMT
itu sendiri. Tindakan yang biasa dilakukan oleh BMT yakni, memberikan surat
peringatan (surat peringatan pertama, kedua dan terakhir ketiga). Apabila masih
saja menunggak pembayaran, maka jaminannya dapat dieksekusi. Akan tetapi,
upaya penyelesaian tersebut masih belum maksimal, dikarenakan kedua BMT
tersebut masih memberikan waktu terhadap anggotanya untuk melunasi
pembiayaan bahkan setelah diberikan surat peringatan ketiga, sampai anggotanya
bisa melunasinya, hal ini tidaklah mengherankan dikarenakan BMT masih
bersifat kekeluargaan. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi BMT,
untuk itu perlu adanya upaya penyelesaian yang dilakukan kedua BMT tersebut
untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara-cara yang efektif sehingga
dimungkinkan untuk adanya upaya pencegahan yang bisa dilakukan.

Dalam Islam ses%diwa'ibkan untuk menghormati_dan mematuhi

oo FATN-PURWOKBRE Q-

firman Allah dalam QS Al-Anfal ayat 27 yang artinya adalah:

-~ 2757
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.27

27 QS Al-Anfal [8]: 27. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Tasnim..., 269.
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Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur (anggota) dapat dikenakan
sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena telah melakukan
wanprestasi, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang
sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam
penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko
kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Dengan mengambil
lokasi penelitian di kedua BMT yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas
tersebut, yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah
Wangon Kabupaten Banyumas, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sudah berjalan lancar
atau masih ada ditemukan kendala-kendala dalam proses penyelesaiannya, yang
bisa menghambat pertumbuhan dari kedua BMT itu sendiri, yang kemudian

dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan
masalah, sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah
pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah
v JATN PURWOKERTO
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian dari pembiayaan
Murabahah bermasalah yang diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah

Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan dan mencari bentuk penyelesaian dari

pembiayaan Murabahah bermasalah pada BMT Dana Mentari

13
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Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT Amanah Wangon Kabupaten
Banyumas.

b. Untuk menganalisis secara mendalam tinjauan hukum Islam terhadap
bentuk penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah yang
diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT
Amanah Wangon Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi Lembaga
Keuangan Syari’ah dan tambahan khasanah ilmiah mengenai pembiayaan
bermasalah berdasarkan perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam
rangka pengembangan Lembaga Keuangan Syari’ah, khususnya pada
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah
Wangon Kabupaten Banyumas.

D. Sistematika Penulisan

Bab Pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah
yang menjadi alasan pentingnya penulisan tesis ini. Pada bab ini, dikemukakan
secara runtut tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua Kajian Teoritik, dikemukakan teori-teori yang menjadi
landasan penelitian. Bab ini meliputi, teori deskripsi konseptual tentang BMT,
pembiayaan Murabahah, pembiayaan Murabahah bermasalah dan pendapat
ulama figih tentang penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah, telaah

pustaka, dan kerangka berpikir.
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Bab Ketiga Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan
waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat Paparan Data dan Temuan Penelitian, membahas tentang
paparan jawaban sistematis rumusan masalah dari hasil temuan penelitian yang
mencakup: Pertama, deskripsi lokasi penelitian yaitu BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon; Kedua, Bentuk
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon; Ketiga, Analisis
Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di
kedua BMT tersebut. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan
dan memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan dalam Bab |, kemudian
peneliti merelevansikannya dengan teori-teori yang di bahas dalam bab Il, dan
yang telah dikaji secara sistematis pada Bab Il metodologi penelitian.
Kesemuanya dipaparkan ~pada pembahasan sekaligus hasil penelitian
didiskusikan dengan kajian teori.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran
yang berkaitan dengan masalah aktual dari temuan penelitian-yang dikemukakan

pada bab terdahulu. Masalah-masalah tersebut dapat dijadikan bahan wacana,

renungan atau bahan kajian penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat menjadi
] AIN-PURWOKERTO- -

sehingga menjadi alternatif solusi pada berbagai permasalahan lainnya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Dana

Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten

Banyumas, mengenai proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah

berdasarkan tinjauan hukum Islam, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pembiayaan Murabahah bermasalah pada BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon, terjadi
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: (a) Lemahnya karakter dari
anggota; (b) Keadaan ekonomi anggota; (c) Perkembangan usaha yang naik
turun; (d) Adanya musibah yang tidak bisa diduga seperti kematian; (e)
Kecerobohan dalam hal menganlisis oleh pihak BMT. Adapun langkah-
langkah dalam penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah, baik di
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah
Wangon Kabupaten Banyumas, dalam prakteknya menggunakan strategi
yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di kedua BMT tersebut. Apabila
pembi lami i i epgtari Muhammadiyah
Purw eﬁiﬁn Rﬂﬁml musyawarah
dengan anggota, dimana pihak BMT akan memberikan revitalisasi
pembiayaan, dengan cara reschedulling berupa penjadwalan kembali
pembayaran utang atau melakukan reconditioning berupa perubahan syarat
yang ada pada akad awal, dengan membuat akad baru. Apabila semua cara
revitalisasi yang diusahakan masih mengalami kegagalan maka penjualan
agunan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Tetapi baik BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT Amanah Wangon
Kabupaten Banyumas, sebisa mungkin penyelesaian pembiayaan tidak

sampai pada penjualan jaminan, dan penjualan barang jaminan dilakukan
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apabila anggota benar-benar sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya.
Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak ada tim khusus untuk
menyelesaikan. Jadi manajer dan marketing yang menyelesaikan, dengan cara

kekeluargaan dan musyawarah.

. Bentuk penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah berdasarkan

tinjauan hukum Islam, baik di BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto maupun di BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, sama-
sama menggunakan konsep secara damai (as-Sulh). Konsep as-Sulh dilakukan
dengan pendekatan kepada anggota untuk mengetahui permasalahan yang
dialami anggota, penagihan secara intensif/penagihan langsung atau turun
lapangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, setelah itu
memberi surat peringantan.  Dengan pendekatan dan memberi surat
peringatan anggota masih belum bisa membayar pembiayaannya maka
memberi keringanan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan
penataan kembali. Konsep as-Sulh kemudian diadopsi dan dirumuskan lebih
implementatif oleh Fatwa DNS MUI, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI
No. 47/DSNMUI/11/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang penyelesaian
piutang murabahah bagi anggota yang tidak mampu-membayar, sebagai
pedoman BMT dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis belum menemukan koherensi yang
antaraPAIN dB{}R @KER@S@ pembiayaan
murabahah bermasalah. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan dana yang
dimiliki Baitul Mal dengan jumlah dana pada produk pembiayaan murabahah

bermasalah.

Implikasi

Upaya untuk menunjang kelangsungan usaha suatu perusahaan

memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan
untuk mencapai tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Dalam operasional
usaha bank konvensional memberikan pembiayaan kepada peminjam atau

debitur, sedangkan lembaga keuangan syariah (BMT) memberikan pembiayaan
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kepada anggota atau anggota yang akan dibiayai. Dalam pembiayaan lembaga

keuangan syariah (BMT) sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan

spesifikasi yang diinginkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan,
kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambah keuntungan
tetap. Anggota akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai
maupun secara angsuran. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu
akan sangat membahayakan lembaga keuangan syariah (BMT). Anggota, dalam
hal ini akan sangat mudah memberikan datadata fiktif. Walaupun sebenarnya
tidak layak, tetapi masalah diberikan kemudian jika salah menganalisis, maka
pembiayaan yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga
akan berakibat sulit untuk ditagih atau bermasalah. Namun, faktor analisis ini
bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan bermasalah. Penyebab lainnya
mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari
anggota, misalnya kebanjiran, tanah longsor atau dapat pula kesalahan dalam
mengelola usahanya.

Dalam memaksimalkan pengelolaan dana, manajemen BMT harus
memperhatikan tiga aspek penting yang berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:

1. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik
menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan,
BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan
] ATN-PURWOKERTO -
faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang
diajukan, menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan
pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk
memastikan bahwa yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan
hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha
yang diajukan.

2. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana BMT dapat diputar dengan lancar dan
cepat. Semakin cepat putaran dananya, maka pengembangan BMT akan

semakin baik. Maka BMT harus membidik sekmen pasar yang putarannya
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harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau
mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.
3. Menguntungkan, yaitu perhitungan yang tepat, untuk memastikan bahwa
dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam
memroyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian
pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT.
Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin
besar pendapatan BMT akan semakin besar pula hasil yang diterima oleh

anggota penabung dan sebaliknya.

C. Saran
Saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan hasil analisis
maupun dengan penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan
keuangan Islam yang sekarang ini semakin banyak dan berkembang, baik
pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, maupun BMT
Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, perlu menerapkan prinsip-prinsip
manajemen.secara baik, serta dilakukan secara konsisten sesuai dengan
keadaan.

2. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah di BMT Dana
MentaI Arl dipU\R c@kl’ER’w'Fl@m Kabupaten
Banyumas telah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan yang sehat,
namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha anggota harus dilakukan
dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya
pembiayaan bermasalah.

3. Dalam upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah selain mengacu pada
fatwa DSN, baik BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun
BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, juga harus lebih tegas
terhadap anggota yang bermasalah. Seperti ketegasan dalam menerapkan sita
jaminan yang mana tetap mempertimbangkan kondisi kehidupan anggota

yang bersangkutan.
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4. Diharapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maupun BMT
Amanah Wangon Kabupaten Banyumas, dapat memaksimalkan penyelesaian
pembiayaan murabahah bermasalah melalui koordinasi dengan Baitul Mal,
dengan meningkatkan inheren antara Baitul Mal dengan Baitul Tamwil.

5. Bagi masyarakat khususnya kepada anggota BMT hendaknya mempelajari
terlebih dahulu setiap akad yang ingin dilakukan, harus dilihat pula
bagaimana penanganan tentang pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan
nantinya. Harus mengetahui dengan pasti bagaimana peraturan yang telah
diberikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

6. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti tentang penyelesaian pembiayaan
bermasalah, penulis menyarankan agar lebih meneliti tentang bagaimana
penerapan yang dilakukan pada saat melakukan lelang secara syariah, karena
ini merupakan salah satu tahap yang penting dalam penyelesaian pembiayaan
bermasalah dan saat ini masih belum ada penjelasan secara pasti tentang

bagaimana pelalengan yang dilakukan secara syariah.

IAIN PURWOKERTO
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